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SALINAN

.. KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 107/0/1997
TENTANG

PEM%UKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1995/1996

| 'MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang bahwa untuk menunjang pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan meningkatkan daya tampung
bagi lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), dipandang perlu menpetapkan pembukazn dan
penegerian seko'ah tabun pelajaran 1595/1996.

Mengingat 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;

2. Peraturan Pemerintah :

a. Nomor 27 Tabun 1950;
Nomor 28 Tahun 1990;
Nomor 29 Tahun 1990;
Nomor 72 Tahun 1991;
Nomor 39 Tahun 1992,
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3.

_teputusan Presiden Republik Indonesia :

d.

b.

Nomer 44 Tahun 1974;

Nomor 15 Tahun 1984 sebagaimara telah beb-crap’a kal diubah terakhir dengan Keputusan
Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1995;

Nomor 96/M Tahun 1993;

Noinor 15 Tahun 1994 sebagaimana telzh diubah cergan Keputusan Presiden Republik Indonesia
Nomor 24 Tahun 1995; ‘

.

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
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Nomor 0295/0/1978;
Nomor 0296/0/1978;
Nomor 0222b/0/1980;
Nomor 087/0/1983;
Nomor 0172/0/1983;, &
Nomor 0173/0/1983; !

Nomeos 0262/0/1984; R
Nomor 0248/U/1985; '
Nomor 0486/U/1992;

Nomor 0437/U/1592;

Nomor (489/U/1592; :
Nomor 0450/U/1692; _ i
Nomor 0491/U/1992; ' i
Jomor 0354/U/1993; '
Jomor 060/U/1993;

| lomor 061/U/1993;

! Tomor 080/U/1993;

Momor 0125/U/19%4;

Nomor 002/U/1995;

Nomor 034/0/1997;

Nomor 035/0/1997;

Nomor 036/0/1997.
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IMemperhaLikan - Persetujuan Mentenri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor B-308/1/97 tanggal 8 April

1997.
MEMUTUSKAN:

Menetapkan  : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYA_KN REPUBLIK INDONESTA TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 1995/1996.

Pasal 1

(1) - Membuka Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Luar Biasa (SLB), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama
(SLTP), Sekolah Menengah Umum (SMU), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMXK) Negeri.

(2)  Menegerikan SLB dan beberap> SLIT serta beberapa SMU Swasta tahun pelajaran 1995/1996.

(3)  Nama dan lokasi sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran
1 Keputusan ini.

- Pasal 2

(1)  Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja TK, SLB, SLTP, SMU, dan SMX Negeri
sebagaimana dimaksud dalam Pdsal 1, masing-masing adalah sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan
Menteri Pendidixan dan Kebudayaan :

a. Nomor 295/0/1978;

Nomor 0296/0/1978;

Nomor 034/0/1997;

Nomor 035/0/1997,;

Nomor 036/0/1997.
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(2)  Bagan organisasi sekolah sebagaimana dimaksu 1 pada ayat (1) tercantum pada Lampiran II Keputusan
ini.
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Pasal 3

Menugaskan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayazan di Propinsi untuk melaksanakan
i ' pembukaan dan penegerian sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang berada di wilayahnya
' niasing-masing.

-

Pasai 4

Biaya untuk pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing Propinsi dibebankan pada mata anggaran yang
sesuai sebagaimana tercantum dalam kolom 7 Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 5
Dengar Serlaxunya Keputusan ini, jumlah : #
a. TK Negeri 131 buab;
b. SLB Negeri 30 buah;
e SLTP Negeri 9.451 buah;
d. SMU Negen 2.553 buah;
e SMK . Negeri .742 buab;

yang tersebar di 27 Propinsi di Indonesia.
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Pasal 6

Keputusan ini mulaj berlaku pada t2nggal ditetapkan,

Ditetapkan dj Jakarta
. Pada tanggal 16 Mej 1997

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

tbi

Prof. Dr.-Ing. Wardiman Djojonegoro




' SALINAN Keputusan ini‘disampaikan kepada :

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;

Menteri Dalam Negen,

Direktur Jenderal Anggaran Departemen Kenangan;

Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara; ;

Kepala Badan Pemeriksa Kevangan;

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I;

Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan

Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Peadidikan dan Kebudayaan;

8. Sekretaris Direktorat Jenderal, Sekretaris Inspektorat Jenderal, dan Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan
dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;

9. Kepala Eiro, Direktur, Kepala Pusat, dan Direktur Utama P.T. Balai Pustaka dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan; ' '

10.  Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi;

11.  Direktorat Perbendaharaan dan Belanja Negara;

i2.  Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara setempat;

13.  Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

14.  Sekolah yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.
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3 L s 5 5
2. SLTP Negeri 2 Sambi | Kabupaten Boyolali
Sambi
23. SLTP Negeri 2 :;Karanggede Kabupaten Boyolali
Karanggeds= ; =
24. SLTP Negeri 2 iPaguyangan Kabupaten Brebes
Paguyangan - :
.
25. SLTP Negeri 2 ) Sirampag Kabupaten Brebes
Sirampag ] ' . 3
|
v 26 SLTP Negeri 2 : Xarangpucung Kabupaten Cilacap
Karangpucung i
SLTP Negeri 2 Gangrungmangu | Kabupaten Cilacap
Gandrungmangu : i
2@ SLTP Negeri 3 ‘Kawunganten Kabupaten Cilacap
- Kawunganten
26 SLUTP Negeri 1 Sampang ' Kabupaten Cilacap
. Sampang ;
1 30. HILTP Negeri 3 Benang | Katupaten Demak
| tlonang i
31. £LTP Negeri 2 Wedung iKabupeuten Demak
1 \l"ed!.*‘lg ;
S i
i 1 32. S TP Negeri 3 Coyer ; Kabupaten Grobogan
E I Goyer
E Il 33. SLTP Negeri 3 Gabus Kabupaten Grob 3an
1 ) |  Gadus ;
i 34, SL P Negen 2 ; = Jonavd | Kabupaien Karanganyar ’
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